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ABSTRACT 

 

This research aims to examine the government policy in the Minister of 

Manpower Regulation (Permenaker) No. 5 of 2023 with the Job Creation Law that 

has the potential to impact on labor wage cuts. Permenaker No. 5 of 2023 regulates 

various aspects of employment, while the Job Creation Law has a major impact on 

the employment structure in Indonesia. Labor wage cuts are the main focus of this 

research because wages are a vital element in the lives of laborers as the main 

support in national economic productivity. Therefore, it is important to understand 

the extent to which government policies can protect the interests and rights of 

workers. This research uses a normative analysis method to examine the content of 

Permenaker No. 5 of 2023, the results show that the policy between Permenaker No. 

5 of 2023 has not been fully achieved. There are provisions in the Permenaker that 

can have an impact on cutting labor wages. Some aspects found include flexibility in 

working hours, outsourcing, and provisions regarding severance pay. In addition, 

severance pay provisions are unclear and susceptible to interpretation, which can 

worsen the conditions of workers. Cutting workers' wages can have serious 

consequences for workers' social and economic conditions, including the possibility 

of increasing inequality and poverty. In order to improve the policy, it is 

recommended that the government conduct an in-depth evaluation of Permenaker No. 

5 of 2023, involve relevant stakeholders, and provide sufficient protection to workers. 

In addition, it is important to strengthen the role of labor law enforcement agencies in 

supervising and enforcing policy implementation fairly. 

Keywords: Labor Wages, Policy, Employment 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan pemerintah dalam 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 5 tahun 2023 dengan Undang-

Undang Cipta Kerja yang berpotensi berdampak pada pemotongan upah buruh. 

Permenaker No. 5 tahun 2023 mengatur berbagai aspek ketenagakerjaan, sementara 

Undang-Undang Cipta Kerja memiliki dampak besar terhadap struktur 

ketenagakerjaan di Indonesia. Pemotongan upah buruh menjadi fokus utama 

penelitian ini karena upah merupakan elemen vital dalam kehidupan buruh sebagai 

penyokong utama dalam produktivitas ekonomi nasional. Oleh karena itu, penting 

untuk memahami sejauh mana kebijakan pemerintah dapat melindungi kepentingan 

dan hak-hak buruh.Penelitian ini menggunakan metode analisis normatif untuk 

meneliti isi Permenaker No. 5 tahun 2023, Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kebijakan antara Permenaker No. 5 tahun 2023 belum sepenuhnya tercapai. Terdapat  

dalam Permenaker dengan ketentuan-ketentuan yang dapat berdampak pada 

pemotongan upah buruh. Beberapa aspek yang ditemukan meliputi fleksibilitas jam 

kerja, outsourcing, dan ketentuan mengenai pesangon. Selain itu, pengaturan 

mengenai pesangon yang kurang jelas dan rentan terhadap penafsiran dapat 

memperburuk kondisi pekerja.Pemangkasan upah buruh dapat memiliki konsekuensi 

serius terhadap kondisi sosial dan ekonomi pekerja, termasuk kemungkinan 

peningkatan ketidaksetaraan dan kemiskinan. Oleh karena itu, perlu adanya kajian 

lebih lanjut terkait perumusan dan implementasi kebijakan ketenagakerjaan yang 

lebih pro-buruh.Dalam rangka meningkatkan kebijakan, disarankan agar pemerintah 

melakukan evaluasi mendalam terhadap Permenaker No. 5 tahun 2023, melibatkan 

pemangku kepentingan terkait, serta memberikan perlindungan yang cukup kepada 

buruh. Selain itu, penting untuk memperkuat peran lembaga penegak hukum 

ketenagakerjaan dalam mengawasi dan menegakkan implementasi kebijakan secara 

adil. 
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